
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR I)- TAHUN 2014 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI 
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 06A TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah 
Sakit Umum Daerah Lamandau telah diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 67 Tahun 
2011; 

b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau 
Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daearah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 
Umum Daerah Lamandau ternyata perubahan pada Pasal 
69 bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah 
Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau 
sehingga pemberlakuannya perlu dicabut; 

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan ditetapkan dengan peraturan bupati lamandau 
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06A 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tah un 2011 ten tang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum 
Daerah Lamandau. 

1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2576); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
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Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3259); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang 
Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3347); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang 
Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, 
Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Bersama Keluarganya; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Nomor 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Tehknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 



Menetapkan 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Rumah 
Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan 
Kesehatan Bagi Peserta Pf. Askes (Persero) dan Anggota 
Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah 
Sakit Pemerintah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 27); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 

28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06A Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupataen 
Lamandau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI LAMANDAU NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 
06A TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH LAMANDAU. 

Pasal 1 

(1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Lam.andau Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2013 Nomor 296), ditarik kembali dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



(2) Dengan ditariknya pemberlakukan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, maka Peraturan Bupati Lamandau 
Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah 
Sakit Umum Daerah Lamandau khususnya pada Pasal 69 diberlakukan 
kembali. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau. 

BAGIAN HUKLJM 
SETDA KABUPA TEN LAMANOAU 

JA8~\' AN 

WA8UP 

SETOA 

KABBAG 

l<ASU85AG 

PELAKSANP ----... ~-·---------
Diundangkan di Nan.._ga Bulik 
pada tanggal q_ ,-1\t-\""vt) ''-' 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 2.. M<ll Zo {t{ 

BUPATI LAMANDAU, 

ARUKAN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

ARIFIN LP. UMBING 

DERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR 75 7 



PEMERINTAH 1KABUPATEN LAMANDAU 

SEKRETA.RIA.T DA.ERA.D 

Nomor 188/ N/Huk/2014 

Komplek Perkantoran Bukit Hibul 

Nanga Bulik 74162 

Nanga Bulik, 5 Mei 2014 

Kepada 

Yth. Bapak Bupati Lamandau 
Up. Bapak Sekretaris Daerah 

di-

Nanga Bulik 

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

Disampaikan dengan hormat 

Kepada Yth 

Dari 

Tentang 

Dasar 

Tata Naskah 

Lampiran 

Kesimpulan 

Bapak Bupati Lamandau 
Up. Bapak Sekretaris Daerah 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 06A Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan PERDA Kab. Lamandau Nomor 09 
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau 

Neta Pertimbangan Direktur RSUD Kab.Lamandau 

· Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan 
Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 
Tahun 2011 dan Permendagri No. 53 Tahun 2011 

1 (satu) berkas 

1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. 

2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka 
Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati 
Lamandau. 

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. 

KEPALABAGI 
SETDA KAB ~~D(bll\b\ 

EL ,SH 
NIP. 19 12 1 006 


